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Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 KUHAP.

Amar Putusan . Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Senin, 28 September 2020.

Ikhtisar Putusan

Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang telah melaporkan
penipuan makelar/calo penerimaan pegawai namun dihentikan penyidikannya,
sehingga Pemohon mengajukan permohonan praperadilan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh
Pemohon antara lain pengujian Undang-Undang in casu KUHAP, yang menjadi
salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD
1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan
Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan sebelum dipertimbangkan
terlebih dahulu Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai
permohonan Pemohon. Meskipun format perbaikan permohonan Pemohon telah
memenuhi format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
telah ternyata uraian masing-masing bagian sistematika tersebut tidak memenuhi
syarat formal permohonan, sebagai berikut.

1. Pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik
adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya pasal yang dimohonkan
pengujian dianggap merugikan Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang
telah melaporkan penipuan makelar/calo penerimaan pegawai namun dihentikan
penyidikannya. Pemohon hanya menguraikan kasus konkret yang tidak ada
relevansinya dengan norma yang diajukan, yakni keterangan saksi-saksi
Pemohon terkait dengan penipuan yang diduga dialami Pemohon.

2. Pada bagian alasan permohonan, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan



argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian
dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Bahkan
dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan dasar pengujian yang
digunakan. Permohonan Pemohon hanya menguraikan kasus konkret yang
dialami Pemohon tanpa adanya argumentasi konstitusional mengenai
pertentangan norma yang diajukan dengan norma dalam UUD 1945 yang
dijadikan dasar pengujian.

3. Pada bagian petitum permohonan, Pemohon hanya meminta agar permohonan
Pemohon uji materi diterima tanpa menyebutkan agar pasal atau norma yang diuiji
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat. Dalam petitum lainnya Pemohon justru meminta agar mencabut
penghentian penyidikan dan mengabulkan praperadilan yang jelas-jelas tidak
berhubungan dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD
1945, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan petitum a quo.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena
permohonan tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK maka permohonan Pemohon adalah
kabur, sehingga meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo,
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. Dengan
demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



